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ORINEWS.id  –  Joko  Widodo  (Jokowi)  resmi  lengser  sebagai
Presiden  RI  setelah  Prabowo  Subianto  menggantikannya  dan
dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

Namun, rentetan gugatan hukum justru diterima Jokowi setelah
tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Adapun gugatan hukum yang pertama dilakukan pada 7 Januari
2025 lalu oleh organisasi bernama Nurani 98.

Jokowi dan keluarganya dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU)
ke KPK.

Salah satu anggota penggugat, yaitu Ubedilah Badrun, menyebut
laporan ini menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya
sudah pernah melaporkan mantan Wali Kota Solo tersebut ke KPK
pada 2022-2024 lalu.

“Untuk  hari  ini  meminta  KPK  kembali  menelaah  dan  membuka
laporan  saya  sebelumnya  yaitu  tahun  2022  dan  tahun  2024
tentang dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindak
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pidana pencucian uang terhadap Joko Widodo dan keluarganya,”
katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Sementara, laporan ini dikatakan Ubedillah usai adanya rilis
dari  lembaga  independen,  Organized  Crime  and  Corruption
Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Jokowi sebagai salah
satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024 lalu.

Dia menganggap temuan OCCRP tersebut memiliki kesamaan dengan
laporannya terhadap Jokowi sebelumnya.

“Kenapa kami datang lagi ke sini? Karena ada konfirmasi yang
cukup kuat dari laporan OCCRP itu,” katanya.

Ubedilah  mendesak  agar  lembaga  antirasuah  segera  mengusut
tuntas  dugaan  KKN  dan  TPPU  yang  dilakukan  Jokowi  dan
keluarganya.

Ubedillah menegaskan pengusutan perlu dilakukan karena semua
warga negara sama di mata hukum seperti yang tertuang dalam
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

“Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada
KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak
tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.”

“Semua sama di mata hukum termasuk Jokowi dan keluarganya.
Bahwa KPK berdasarkan undang-undang bahwa dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan kepada kepastian hukum,
keterbukaan,  akuntabilitas,  kepentingan  umum,
proporsionalitas,  dan  penghormatan  hak  asasi  manusia,”
tegasnya.

Digugat soal Wanprestasi Mobil
Esemka
Terbaru, Jokowi tiba-tiba digugat oleh seorang warga Ngoresan,
Jebres, Kota Solo, bernama Aufaa Luqman Re A (19) pada Selasa



(8/4/2025) lalu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Dikutip  dari  Tribun  Solo,  gugatan  hukum  tersebut  lantaran
Aufaa merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil Esemka.

Tak cuma Jokowi, ada dua pihak yang turut digugat oleh Aufaa,
yaitu  mantan  Wakil  Presiden  RI,  Ma’ruf  Amin  dan  PT  Solo
Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil Esemka.

Kuasa  hukum  Aufaa,  Sigit  Sudibyanto,  mengatakan  kliennya
merasa dirugikan setelah berharap besar dapat membeli mobil
Esemka jenis Bima pick-up untuk modal usaha jasa angkutan
barang miliknya.

Sigit mengatakan Aufaa telah berencana untuk membeli dua unit
mobil Esemka tersebut.

“Mobil  Esemka  dijanjikan  akan  menjadi  mobil  nasional  yang
terjangkau  dan  bisa  dimiliki  masyarakat.  Klien  kami  sudah
merencanakan pembelian dua unit, tapi kenyataannya tidak ada
produksi massal dan distribusinya pun minim,” ungkap Sigit.

Sigit mengatakan kliennya menjadi salah satu calon pembeli
yang turut ditawari mobil Esemka tersebut.

“Produk tidak berlanjut, pemasaran tidak jelas. Klien kami
akhirnya  tidak  bisa  mendapatkan  mobil  yang  diidamkan,”
jelasnya.

Setelah merasa dibohongi, Sigit mengatakan kliennya menuntut
ganti rugi sebesar Rp300 juta yang senilai dengan dua unit
mobil yang akan dibelinya.

Di  sisi  lain,  Sigit  juga  menjelaskan,  kliennya  pernah
mendatangi gudang mobil Esemka yang berada di Kecamatan Sambi,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, untuk melihat unit mobil yang
ia inginkan tersebut pada 2021 lalu.

Sigit juga menambahkan, pada saat itu kliennya juga telah
menjalin komunikasi dengan marketing dari PT Solo Manufaktur



Kreasi.  Namun,  ternyata  sampai  saat  ini  pembelian  mobil
tersebut tidak terealisasi.

“Sementara ini belum ada pembelian, tapi memang sudah menabung
dan sudah survei juga ke Sambi untuk melihat gudang mobilnya
serta ketemu marketingnya,” ungkap Sigit.

“Kurang lebih tahun 2021 setelah covid mulai survei,” lanjut
dia.

Namun Sigit menerangkan bahwa kala ingin melihat unit mobil
yang akan dibeli langsung di gudang pabrik, kliennya ternyata
tak bisa mengakses tempat dimana mobil-mobil Esemka tersebut
disimpan.

“Waktu itu tidak bisa masuk ke dalam, hanya di ruang lobi
kemudian diajak ngobrol marketingnya terkait spek mobil,” kata
dia. (*)


